KORUPSI DAN MASA DEPAN BANGSA (Suatu Pendekatan Daruriyah al-khamsah) by Rasyid, Muh. Haras
119 | Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli  2010, hlm 122-129 
 
 
 
KORUPSI DAN MASA DEPAN BANGSA 
(Suatu Pendekatan Daruriyah al-khamsah) 
Muh. Haras Rasyid 
Universitas Islan Negeri (UIN) Alauddin Makassar 
Email: haras_rasyid@yahoo.co.id  
 
Abstract: Corruption is a crime that is harmful to the life of the nation, to day and the 
future. Corruption in Indonesia has become culture and difficult cure disease, because it 
was rampant in bureaucratic institutions. The question that arises is the law enforcement 
and all existing legal rules as the expectations of society are not able to eradicate 
corruption. This paper analyzes about how the advantages and disadvantages caused by 
corruption in national life through approach “Daruriyah al-Khamsah”, namely the 
advantages theory in Islam. The purpose of this paper is to understand the corruption and 
its danger, so it can be avoided for individual advantages  and the future of the Indonesia 
nation. The method used is the analysis methods with an approach calibrated between the 
approach of theology, law, economics and sociology. 
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I. PENDAHULUAN 
Korupsi
1
 pada dasarnya adalah 
musuh seluruh bangsa di dunia. Sebagai 
bangsa yang beradab, apalagi yang 
religius keberadaan korupsi menjadi 
momok yang dibenci dan menakutkan, 
meskipun masih ada juga oknum 
merindukannya. Kenapa demikian, sebab 
korupsi dapat menjadikan dengan   
mudah   seseorang   kaya raya,   tetapi   
juga   dapat  dengan cepat menjadikan 
seseorang hidup di penjara bertahun-
tahun.  Bagaikan dua sisi keping mata 
uang, yaitu bahagia dan derita. 
Korupsi menarik untuk dibahas dan 
dipermasalahkan, karena korupsi merupa-
kan salah satu tindak pidana yang sangat 
merugikan negara dan masyarakat, serta 
sangat berpotensi menghancurkan masa 
depan bangsa. Demikian pula tidak 
tanggung-tanggung tindak pidana korupsi 
dapat melibatkan semua komponen 
masyarakat, utamanya para pejabat 
negara dan penegak hukum. 
Indonesia adalah negara dan bangsa 
yang besar. Bukan hanya karena wilayah-
nya yang luas dan penduduknya yang 
besar, tetapi juga memiliki sumber daya 
alam yang melimpah, sehingga tidak 
mengherankan Indonesia menjadi prima-
dona dalam banyak sektor, seperti sektor 
budaya dan ekonomi. Dari sisi itu, 
prospeknya sangat menjanjikan untuk 
kemaslahatan bangsa Indonesia. Namun 
yang menjadi masalah, kekayaan dan 
keunggulan yang dimiliki bangsa 
Indonesia tersebut, belum diimbangi oleh 
aspek  lain utamanya aspek Sumber Daya 
Manusia (SDM). 
Korupsi dan masa depan bangsa, 
dua hal yang berkaiatan. Hal itu paling 
tidak dapat dilihat dalam hubungannya 
dengan SDM sebagai mata rantai yang 
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penting dalam membangun sebuah 
bangsa,  baik SDM yang berkaitan 
dengan IPTEK  maupun IMTAK (Iman 
dan Takwa). Khusus dari sisi teori 
pendekatan agama Islam seperti yang 
tercantum dalam daruriyah al-khamsah, 
IMTAK merupakan landasan utama 
untuk mewujudkan kemaslahatan bangsa. 
Tetapi dalam kenyataannya masyarakat 
Indonesia utamanya sebahagian pejabat 
atau penagak hukum belum memahami 
dan mempraktikkan dengan baik teori 
tersebut untuk masa depan bangsa. 
Dengan kerangka pikir di atas, 
memberi gambaran bahwa baik buruknya 
masa depan bangsa Indonesia ditentukan 
oleh bangsa Indonesia  sendiri. Olehnya 
itu, rumusan masalah yang dikemukakan 
sebagai adalah: 1) Bagaimanakah kebera-
daan praktik korupsi di Indonesia?,         
2) Bagaimanakah korelasi daruriyah al-
khamsah dengan korupsi dan masa depan 
bangsa Indonesia? 
II. PEMBAHASAN  
A. Keberaaan Praktik Korupsi di 
Indonesia. 
Banyak pernyataan yang dialamat-
kan pada keberadaan praktik korupsi di 
Indonesia. Sebahagian orang meng-
anggap, korupsi sudah membudaya dan 
mendarah-daging. Sebahagian yang lain 
mengatakan, korupsi bagaikan penyakit 
kronis yang sangat sulit disembuhkan. 
Pernyataan itu agaknya sulit dibantah, 
sebab kenyataannya benar demikian, 
seperti hilang satu tumbuh seribu. 
Tumbuh suburnya korupsi di 
Indonesia, karena fenomena birokrasi di 
Indonesia memberikan kewenangan yang 
besar terhadap birokrat, sehingga hampir 
semua aspek kehidupan masyarakat 
ditangani oleh birokrasi (pemerintah). 
Kewenangan yang sangat besar itu sangat 
membuka peluang menjadi penguasa 
mutlak. Kebijakan semua ada di tangan-
nya, sehingga yang menonjol bukannya 
pelayanan masyarakat, tetapi penguasa 
masyarakat. Akhirnya menjadi wajar, jika 
birokrasi lebih dianggap sebagai sumber 
masalah beban bangsa dibanding sebagai 
sumber solusi dalam menyelesaikan 
masalah bangsa.
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Pasca  jatuhnya  pemerintahan  orde 
baru  yang kemudian muncul istilah orde 
reformasi, pada saat itu lahir istilah yang 
sangat populer, yaitu KKN (Korupsi 
Kolusi dan Nepotisme). Istilah ini banyak 
didengunkan, sebab pada masa rejim orde 
baru di bawah komando Presiden 
Soeharto, diduga keras banyak mem-
praktikkan KKN. Bersamaan dengan itu, 
tahun 1998 lahir sebuah Ketetapan MPR 
RI Nomor XI/1998 yang ditujukan ter-
hadap para penyelenggara negara. 
Ketetapan MPR ini juga selain meng-
amanatkan pemberantasan korupsi ter-
hadap penyelenggara negara yang sedang 
dan akan  berkuasa juga terhadap mantan 
penyelenggara negara, khususnya mantan 
Presiden Soeharto, keluarga, kroninya 
dan swasta/konglomerat yang berkepen-
tingan dengan penyelenggara negara, 
dengan tatap menjunjung tinggi asas 
praduga tidak bersalah.
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Terbitnya Tap MPR RI tersebut 
merupakan momentum penting dan 
sangat bersejarah dalam memberantas 
korupsi di Indonesia. Tidak meng-
herankan, semenjak era reformasi ber-
kibar para tokoh reformasi selalu menyu-
arakan bagaimana penyelenggara negara 
yang bersih dari korupsi. Lembaga-
lembaga penegak hukum yang dahulu 
menjadi tempat bersarangnya praktik-
praktik kotor, seperti sogok dan sema-
camnya mulai dibersihkan. Namun sangat 
ironis, sebab sampai saat ini pem-
berantasan korupsi sepertinya masih jalan 
di tempat. Kalaupun ada yang terjerat 
oleh hukum, tetapi tidak menimbulkan 
efek prefentif dan efak jerah. Buktinya, 
korupsi   masih    dipraktikkan  di mana-
mana,  yaitu di lembaga eksekutif, 
legislatif, dan tak terkecuali di lembaga 
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yudikatif pada semua tingkatan peme-
rintahan, mulai dari pusat sampai ke 
daerah. 
Penegakkan hukum terhadap 
korupsi di Indonesia tampak tersendat-
sendat, bahkan sering terjadi stagnasi 
yang menimbulkan citra negatif terhadap 
aparat penegak hukum  khususnya dan 
pemerintah pada umumnya. Pendekatan 
legalistik yang berorientasi represif hanya 
merupakan pengobatan yang bersifat 
simpotik, tidak  sebagai sarana hukum 
yang ampuh untuk memberantas  korupsi, 
sehingga diperlukan pendekatan   kom-
prehensif,  seperti    teologis,  sosiologis,   
ekonomi    dan  manajemen dalam penye-
lenggaraan negara. Dengan pendekatan 
yang komprehensif diharapkan ditemukan 
causa primanya, sehingga penanggu-
langan korupsi dapat dilaksanakan secara 
tuntas, tepat dan berkesinambungan.
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Problematika korupsi tersebut 
adalah sangat berbahaya bagi kelang-
sungan generasi dan masa depan bangsa. 
Itulah sebabnya banyak analisis muncul 
mengenai konsekwensi korupsi diber-
bagai aspek khususnya di Indonesia. Di 
bidang ekonomi, anatara lain mem-
perlambat penanaman modal asing. Mem-
beri dampak negatif yang signifikan 
dalam bidang sosial. Korupsi mende-
moralisasi populasi dan mengakibatkan 
berkurangnya keyakinan dan kepercayaan 
terhadap insitusi-istitusi negara, utamanya 
yudikatif. Jika dibiarkan terus menerus 
berkembang, maka korupsi akan mengikis 
legitimasi sendi-sendi kehidupan bangsa 
Indonesia.
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Asset utama dalam kelangsungan 
dan kemaslahatan kehidupan sebuah 
bangsa adalah kuatnya sendi-sendi 
kehidupan, seperti tatananan hukum dan 
ekonomi.  Dahsyatnya akibat praktik  
korupsi bukan hanya karena merusak 
tatanan dua hal tersebut, tetapi juga 
merusak tatanan politik, pertahanan, 
sosial budaya bahkan agama. Kondisi 
seperti itu telah tampak di dalam 
masyarakat Indonesia.   
Dibidang hukum misalnya, hukum 
terkesan hanya berlaku untuk masyarakat 
kecil. Hukum bisa diperjual-belikan, atau 
ada uang habis  perkara.  Sebahagian  
masyarakat  tidak lagi  patuh  pada  
hukum, sehingga cendrung main hakim 
sendiri. Di bidang ekonomi, sebahagian 
masyarakat utamanya para pejabatnya 
berlomba-lomba memperkaya diri, seperti 
menggelapkan pajak, menggelembungkan 
anggaran, pencucian uang, menjual asset-
asset yang bernilai ekonomis untuk 
kepentingan kelompok pengusaha dan 
penguasa. Padahal di sisi lain kehidupan 
ekomi rakyat sebahagian sangat rendah. 
Sangat menghawatirkan masa 
depan bangsa, jika realitas dalam masya-
rakat tersebut di atas terjadi terus mene-
rus, tanpa ada pembenahan sungguh-
sungguh utamanya dari penguasa. Apalah 
artinya, kalau pembenahan hanya sebatas 
janji, slogan dan komitmen, tanpa ada 
tindakan yang nyata. 
B. Korelasi Daruriyah al-Khamsah 
dengan Korupsi dan Masa Depan 
Bangsa. 
Banyak konsep dan teori menjelas-
kan tentang bahaya korupsi dalam   
kehidupan berbangsa,  kini  dan yang   
akan datang.  Salah  satunya  
mengatakan  korupsi di Indonesia 
telah membudaya dan menjadi virus flu 
yang sudah menyebar ke seluruh tubuh 
pemerintahan.
6 
Pernyataan ini memper-
tegas bahwa sarang korupsi berada di 
lembaga pemerintahan. Jika demikian 
halnya, pemerintah akan sulit membawa 
maslahat bagi rakyatnya, sebab mereka 
sendiri sebagai perusak. 
Kerusakan adalah lawan dari 
kemaslahatan. Kerusakan selalu mem-
bawa kerugian dan penderitaan lahir 
batin. Sebaliknya, kemaslahatan selalu 
membawa keberuntungan dan keba-
hagiaan lahir batin. Konsep dasar ajaran 
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Islam, tidak pernah mentolerir sesuatu 
yang membawa kerusakan (mudarat).
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Tetapi sebaliknya selalu menekankan 
kepada kemaslahatan sesuai dengan 
tujuan syariat Islam.
8 
Daruriyah al-khamsah adalah teori 
maslahat dalam Islam. Sebab teori ini 
menekankan tentang perlunya memeli-
hara agama (din), memelihara jiwa (nafs), 
memelihara keturunan (nasb), memeli-
hara harta (mal), dan memelihara akal 
(aql).
9
 Kelima hal ini merupakan faktor 
yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia, karena mencakup kehidupan 
moral dan material.  Manusia tidak akan 
mencapai kesempurnaan hidup duniawi 
dan ukhrawi, jika mengabaikan salah satu 
apalagi kelima hal tersebut. 
Muhammad Abu Zahrah menge-
mukakan, maslahat Islam diwujudkan 
melalui hukum-hukum Islam yang 
ditetapkan berdasarkan nash-nash agama 
adalah maslahat yang hakiki.
10
 Apa yang 
digariskan dalam teori maslahat  dalam 
daruriyah al-khamsah adalah hukum-
hukum yang berdasarkan nash-nash 
agama yang menjadi rujukan khususnya 
dalam menata kehidupan berbangsa. 
Lebih lanjut dapat diperhatikan sebagai 
berikut:    
1. Memelihara agama 
Memelihara agama adalah kewa-
jiban bagi setiap orang yang beragama 
dan orang yang tidak beragama. 
Memelihara agama bagi orang yang 
beragama ditandai dengan kepatuhannya 
terhadap ajaran agama yang ia anut, baik 
yang berwujud pelaksanaan ibadah 
mahdah maupun gayru mahdah. Memeli-
hara agama yang tidak beragama, 
menimal diwujudkan dalam bentuk peng-
hormatan terhadap pelaksanaan ibadah 
orang yang beragama. 
Prilaku korupsi adalah bahagian 
dari problema bangsa Indonesia saat ini, 
sebab merusak berbagai macam tatanan 
yang ada. Kerusakan apa saja yang timbul 
akibat dari perbuatan seseorang merupa-
kan pelanggaran agama, atau tidak me-
melihara agama. 
Memelihara agama akan bernilai 
kemaslahatan bangsa. Korupsi adalah 
kejahatan yang tidak akan pernah 
membawa kemaslahatan. Kalaupun   ada   
maslahat   hanya   dirasakan   oleh  para 
koruptor,  itu pun  kemaslahatan yang 
sesaat dan semu. Olehnya itu pengge-
rogotan uang negara secara terus 
menerus, yang akan didapatkan adalah 
mudarat yang selalu mewarnai perjalanan 
kehidupan berbangsa. 
2. Memelihara jiwa 
Secara umum semua peraturan per-
undang-undangan yang berkaitan dengan 
pemberantasan korupsi di Indonesia, pada 
hakikatnya bertujuan mewujudkan ke-
maslahatan manusia Indonesia seutuhnya, 
jiwa dan raga. Aapalah artinya bangsa ini, 
jika raga atau lahiriyahnya saja yang 
kelihatan maslahat, tetapi sebahagian ber-
mental atau berjiwa pencuri, perampok, 
perusak, dzalim dan menjajah bangsa 
sendiri. 
Oknum
 
 yang melakukan tindak 
pidana korupsi, sepintas terlihat sehat 
lahir batin, tetapi sebenarnya memiliki 
kelainan jiwa dan penyakit hati. Betapa 
tidak, ketika di depan matanya seba-
hagian anak bangsa dalam keadaan 
kelaparan, bahkan bunuh diri karena 
kemiskinan, dengan teganya melakukan 
tindakan yang tidak terpuji tersebut, tanpa 
ada kepedulian terhadap mereka. 
Jiwa dan hati yang dimiliki oleh 
para koruptor termasuk kategori yang 
ditegaskan Allah swt. dalam Q.S. al-
Baqarah (2): 10. Juga pada penegasan 
Allah swt. yang lain, yaitu bagi mereka 
yang tidak menggunakan hatinya untuk 
memahami dan patuh kepada ayat-ayat 
Allah swt., baik qawliyah maupun 
qawniyah dianggap sebagai binatang, 
bahkan lebih sesat dari binatang, Q.S. al-
A’raf (7): 197. Sebaliknya mereka yang 
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terpelihara jiwanya, sehat dan selalu 
membawa maslahat, ditegaskan Allah 
swt. dalam Q.S. al-Fajar (89):27-30. 
Matinya jiwa para koruptor dapat 
berinflikasi buruk terhadap orang lain 
khususnya para pejabat negara yang 
belum melakukan korupsi, dan terhadap 
masyarakat luas. Menjadi pemandangan 
dan pemahaman umum, orang yang mela-
kukan korupsi pada umumnya memiliki 
kekayaan yang melimpah, sehingga 
menimbulkan kecemburuan dalam jiwa 
bagi para pejabat yang lain untuk ikut 
melakukan korupsi. Keadaan seperti ini 
menjadikan korupsi sebagai bahaya 
sistemik yang berkepanjangan dari gene-
rasi ke genarasi dalam kehidupan bangsa. 
Demikian pula terhadap masyarakat 
secara luas yang membutuhkan uluran 
tangan negara,  jiwanya menderita, dan 
sampai meninggal, karena dana yang 
sedianya diperuntukan kepada mereka 
dikorup oleh para pejabat. 
3. Memelihara keturunan 
Salah satu bahagian kehidupan 
manusia yang penting dipelihara dan 
dimaslahatkan adalah memelihara keturu-
nan. Memberikan kemaslahatan kepada 
keturunan, baik dalam keturunan anak 
cucu sendiri dalam keluarga maupun 
keturunan dalam sebuah etnis atau 
bangsa, merupakan wujud dari misi dan 
penegakan kekhalifaan manusia yang 
saling berinteraksi dan melindungi dalam 
kehidupannya.
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Melindungi hak-hak sosial masya-
rakat secara umum di dalamnya ter-
kandung makna memelihara keturunan, 
memelihara hak hidup mereka sebagai 
sebuah bangsa. Pelaku korupsi yang me-
rampas hak mereka secara tidak    
langsung meupakan tindakan meng-
hambat  dan merusak  
Kelangsungan hidup secara kuan-
titas dan kualitas hidup keturunan sebuah 
bangsa. Bahkan bisa disebut  penghiana-
tan terhadap bangsa sendiri. 
Tindakan koruptor yang dapat 
menjadi salah satu conotoh adalah; Ketika 
terdapat anggaran yang diperuntukan 
meningkatkan mutu pendidikan, seperti 
bea siswa biaya hidup dan biaya 
kepentingan sekolah untuk orang miskin, 
tetapi anggaran tersebut dikorup oleh 
oknum yang tidak bertanggung jawab, 
maka harapan meningkatkan dan kemas-
lahatan tarap hidup keturunan orang 
miskin tidak tercapai.  
Pada hakikatnya para koruptor tidak 
sadar bahwa bukan saja keturunan dalam 
arti sebuah bangsa yang mereka rusak, 
tetapi juga keturunan dan darah-daging-
nya sendiri yang mereka rusak. Para 
koruptor melihat, materi yang didapatkan 
itu hanya satu aspek saja, yaitu aspek 
kesenangan dan kemewahan saja. Mereka 
tidak memperhatikan aspek lain, yaitu 
keluarga anak keturunannya itu akan 
mendapatkan cemoohan dan cacian dari 
masyarakat sekelilingnya. Keadaan seperti 
itu boleh jadi tidak lagi dipercaya sepan-
jang hidupnya, apalagi yang berkaitan 
dengan jabatan publik. Hal itu sebagai 
bentuk hukuman moral dan sosial buat 
anak keturunan para koruptor. 
4. Memelihara harta 
Memelihara harta di dalamnya ter-
dapat dua aspek, yaitu aspek lahir dan 
aspek batin. Aspek lahir adalah memeli-
hara harta dari segi kemanannya, misal-
nya dalam bentuk uang disimpang di 
Bank, dan dalam bentuk perhiasan, rumah 
dan mobil diamankan dari pencurian dan 
kebakaran.  Adapun  aspek  batin,  dalam  
ajaran  Islam  disebutkan  bahwa 
dalam harta seorang muslim ter-
dapat bahagian orang miskin dan anak-
anak yatim. Cara memeliharanya adalah 
mengeluarkan zakat, infaq dan sadaqah 
dari harta tersebut terhadap fakir miskin, 
anak-anak yatim dan orang-orang yang 
berhak lainnya sebagaimana yang digaris-
kan dalam ajaran Islam. 
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Bagi harta yang diperoleh dari cara 
korupsi, maslahatnya hanya dengan cara 
memelihara dari segi lahirnya saja. Tetapi 
dari segi batin atau agama tidak ada 
maslahatnya untuk dipelihara. Sebab 
harta dari hasil korupsi adalah haram 
sumbernya. Karena ia haram, maka tidak 
dapat digunakan pada hal-hal yang 
bertujuan baik, termasuk di kelurakan 
zakat infak dan sadakahnya.
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Memelihara harta dari hasil korusi, 
baik dengan tujuan untuk kepentingan diri 
sendiri maupun untuk masyarakat dan 
bangsa, dalam pandangan agama tidak 
akan membawa maslahat. Sebab dalam 
Islam berlaku prinsip halalan tayyiban, 
yaitu harta yang diperoleh harus halal dan 
baik. Salah satu pengertian tayyiban 
(baik) adalah membawa maslahat bagi 
diri sendiri dan orang banyak dalam 
kehidupan berbangsa. 
5. Memelihara akal 
Kaitannya dengan korupsi, memeli-
hara akal berkorelasi dengan memelihara 
jiwa. Para pejabat yang koruptor, sebenar-
nya mereka adalah orang yang cerdas, 
sebab pada umumnya berpen-didikan 
tinggi. Patut diduga mereka mampu 
membedakan yang hak dan yang batil. 
Mereka tahu bahwa jika dia melaku-
kannya dan diketahui oleh pihak ber-
wajib, pasti masuk  penjara  di  dunia   
dan mendapat   sisksa di akhirat.  Namun 
tidak demikian kenyataannya, karena 
mereka lebih memilih yang batil daripada 
yang hak. Padahal agama, hati nurani dan 
khususnya akal normal tidak ada yang 
menganjurkan kepada yang batil. 
Terjadinya korupsi, dapat disebab-
kan karena oknum yang melakukannya 
tidak terpelihara akalnya, tidak dapat 
menempatkan dan menggunakan akalnya 
ke  arah yang positif.  Hal  seperti  ini  
dapat  terjadi,  karena  boleh  jadi  sudah  
biasa   melakukan  penyelewengan  atau 
kecurangan yang berskala kecil, yang 
dalam dunia birokrasi dianggap biasa dan 
dapat dimaafkan. Perbuatan seperti itu 
yang meracuni akalnya menjadikan 
sulitnya hidayah agama masuk ke 
akalnya, sehingga ketika menjadi pejabat 
dan kesemptan emas tiba untuk penye-
lewengan yang berskala besar, peluang 
emas tersebut tidak disia-siakan. 
Gambaran di atas sangat jelas 
bahwa pendekatan teori maslahat (daru-
riyah al-khamsah) dalam ajaran Islam 
adalah sangat penting. Orang yang selalu 
berani melakukan dosa-dosa kecil dengan 
dalih tidak apa-apa karena mudah ditobat-
kan, sangat berpotensi mendorong  untuk 
selanjutnya melakukan dosa besar. 
Oknum yang gemar melakukan pungli, 
suatu saat dia melakukan korupsi. Orang 
yang biasa melakukan sogok berskala 
kecil, di lain waktu ia akan menerima 
sogok dengan jumlah besar. Contoh 
prilaku seprti ini sangat merugikan bagi 
pribadi oknum tersebut dan merugikan 
bagi bangsa dan negara. Dengan kata lain 
tidak membawa maslahat dalam kehi-
dupan di dunia dan di akhirat.   
III. KESIMPULAN 
 1. Korupsi di Indonesia sudah mem-
budaya, sudah menjadi penyakit 
kronis. Korupsi sulit disembuhkan atau 
dihilangkan karena sudah lama dan 
merajelala pada semua lembaga 
birokrasi. Korupsi merupakan tindak 
pidana yang sangat merugikan kehi-
dupan berbangsa dan bernegara, sebab  
merusak sendi-sendi kehidupan, 
sekarang dan yang akan datang. 
2. Korupsi merupakan prilaku yang 
merusak, tentu tidak membawa mas-
lahat. Kalaupun ada maslahat, hanya 
maslahat sesaat dan semu bagi pelaku 
korupsi. Pendekatan agama dan pen-
dekatan yang lain, harta atau kekayaan 
yang diperoleh dengan cara yang tidak 
halal, akan membawa mudarat, baik 
mudarat bagi pribadi yang melaku-
kannya maupun terhadap orang 
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banyak,  khususnya dalam kehidupan 
berbangsa. 
3. Teori daruriyah al-khamsah, yaitu teori 
yang di dalamnya terdiri dari lima hal. 
Kelima hal tersebut menekankan 
kepada kemslahatan agama, jiwa, 
keturunan, harta dan akal. Korupsi 
adalah perbuatan yang pada prinsipnya 
bertentangan dengan teori kemas-
lahatan tersebut. Khususnya kemasla-
hatan agama,  korupsi sangat berten-
tangan dengannya.  Akibat yang ditim-
bulkan korupsi, selain sangat mem-
bahayakan pribadi pelaku korupsi dan 
anak keturunannya juga sangat 
merugikan jiwa dan semangat, 
keturunan anak bangsa, merugikan 
ekonomi, harta dan kekayaan, serta 
merugikan pola pikir sebagai potensi 
yang besar dan berharga dalam  
membangun bangsa kini dan yang 
akan datang. 
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